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Nasib Tukang 
Cover Lagu

Baru di zaman ini tukang cover lagu lebih terkenal 
daripada pencipta atau penyanyi lagu asli yang di-cover-nya. 

Seenak-enaknya menjadi penyanyi adalah penyanyi cover. 

Oleh ARIS SETIAWAN

B
AGAIMANA 
tidak, ia tak 
harus capek-
capek berkarya, 
berproses 

menciptakan lagu, cukup 
dengan hanya menunggu 
munculnya karya-karya 
baru, tinggal dipilih lalu 
dinyanyikan ulang dengan 
format berbeda. Hasilnya 
diunggah di laman YouTube, 
ditonton jutaan orang, 
semakin terkenal, dan 
berdampak pada ritme pentas 
yang padat. Uniknya, lagu 
yang dibawakan musisi 
aslinya hanya ditonton 
segelintir orang. Lebih ironis 
lagi, lagu-lagu yang diunggah 
sering kali tak memiliki izin 
resmi dari penciptanya. 
Kasus demikian jamak 
terjadi. Terbaru, Tri Suaka 
dan Zinidin Zindan, para 
penyanyi spesialis cover lagu, 
dituntut Erwin Agam selaku 
pencipta lagu Emas 
Hantaran. Lagu itu 
dinyanyikan ulang oleh 
mereka, diunggah di 
YouTube, ditonton jutaan 
orang, mendatangkan 
pundi-pundi iklan, namun 
royalti sama sekali tidak 
mengalir ke pencipta lagu. 
Peristiwa serupa pernah 
dialami (almarhum) Didi 
Kempot yang berkali-kali 
memperingatkan agar para 
tukang cover lagunya 
membayar royalti, 
walaupun kenyataannya 
jauh panggang dari api.

Tukang Cover
Nasib baik memang 

memihak pada mereka yang 
memiliki suara merdu. 
Berbekal media sosial 
semacam YouTube, mereka 
menemukan panggung. 
Media sosial menjadi 
kenyataan baru, memberi 
kesempatan sama bagi 
setiap orang untuk terkenal 
dan diidolakan tanpa harus 
capek-capek pergi ke Jakarta 
sebagaimana era 
sebelumnya. Lihatlah hari 
ini, siapa sangka di pelosok 
kampung, di kabupaten 
yang tak pernah terdengar 
melahirkan penyanyi-
penyanyi kondang, 
kemudian kita mengenal 
sosok semacam Happy 
Asmara, Denny Caknan, 
Yeni Inka. Kenyataan yang 
demikian telah 
melenyapkan batas-batas 
geografis. Jakarta tidak lagi 
menjadi tolok ukur. Di 
hadapan dunia digital, 
menjadi penyanyi semudah 
bersenandung di kamar 
mandi. Karena itu, dalam 
lima tahun terakhir banyak 
bermunculan penyanyi, tapi 

tak banyak muncul pencipta 
lagu. Satu lagu dapat 
diubah, di-cover menjadi 
berbagai macam genre, dari 
pop, koplo, hingga jaranan. 
Satu lagu dapat dinyanyikan 
ratusan penyanyi. Penonton 
tinggal pilih yang disukai. 
Mau model apa pun, di 
dunia digital, pasti akan 
tersedia. Apabila belum ada, 
cukup meminta penyanyi 
idolanya membawakan 
dalam format yang 
diinginkan lewat kolom 
komentar di laman media 
sosialnya. Semudah dan 
sepraktis itu.

Keintiman terjadi antara 
penonton dan penyanyi. 
Semakin banyak komentar 
yang menyertai lagu itu 
dianggap semakin baik. 
Sebab, dengan demikian 
mereka –para penonton 
itu– telah melihat dan 
menikmatinya. Tubuh-
tubuh penonton yang 
biasanya hadir di depan 
panggung itu direduksi 
menjadi angka-angka. 
Angka itu yang menentukan 
iklan (monetisasi). Bagi 
penonton, alih-alih gratis 
menikmati tanpa membeli 
tiket, para penyanyi itu 
justru dibayar mahal oleh 
YouTube lewat iklan yang 
ada. Tak mengherankan 
kemudian nasib tukang 
cover lagu berubah drastis, 
dari pengamen jalanan 
menjadi orang kaya baru. 
Peluh keringat saat 

mengamen di depan 
warung makan dan 
sumpeknya bus antarkota 
tak lagi dirasakannya. 
Panggung mereka telah 
berubah.

Begitulah nasib dunia 
musik kita hari ini. Satu 
karya musik tercipta, 
seketika terbajak berkali-
kali. Bukankah media sosial 
semacam YouTube memiliki 
perangkat dalam 
mendeteksi plagiarisme-
pembajakan, hak cipta, dan 
royalti? Memang benar, 
namun harus diketahui 
pula, sebagaimana 
penjelasan saya dalam 
artikel jurnal berjudul 
”Criticising Government 
Regulations on Music 
Royalty in Indonesia and 
Some Copyright Issues of 
Music Works in the Digital 
Space” (2021), banyak 
penyanyi cover yang 
menyiasati agar lagu yang 
di-cover-nya tak terdeteksi 
sebagai pembajakan. Salah 
satunya dengan 
menampilkan gaya musik 
berbeda, mengubah irama, 
tempo, merekayasa melodi. 
YouTube membacanya 
sebagai karya baru, bukan 
karya yang berbasis cover. 
Akibatnya, lagu cover itu 
lolos dari skrining hak cipta 

oleh YouTube. Tukang cover 
sepenuhnya mendapat 
penghasilan dari iklan yang 
masuk tanpa berbagi 
dengan pemegang resmi 
hak ciptanya. Mereka 
dengan bebas menyanyikan 
ulang lagu orang lain, tanpa 
takut dianggap menjiplak, 
walau kenyataannya 
memang demikian.

Keterbukaan
Apabila di tingkat media 

sosial yang dapat dilihat 
kapan pun dan oleh siapa 
pun saja lolos, bagaimana 
dengan saat mereka pentas 
di berbagai daerah dengan 
membawakan lagu-lagu 

cover? Siapa yang 
mengawasi? Dan 
bagaimana royalti itu bisa 
dipungut? Padahal, 
penyanyi cover semacam Tri 
Suaka dan Zinidin Zindan, 
lewat akun YouTube-nya, 
dapat diketahui bahwa 
mereka memiliki ritme 
pentas offline yang padat, 
diundang secara resmi 
dengan bayaran yang mahal 
(jika tak boleh dibilang 
bombastis). Urusan royalti 
memang menjadi masalah 
pelik yang tak kunjung usai, 
kendatipun pemerintah 
telah membuat Lembaga 
Manajemen Kolektif (LMK). 
Ahmad Dhani, pentolan 

Dewa 19, meragukan 
kredibilitas lembaga 
tersebut karena dianggap 
tak transparan. Musisi 
mendapatkan royalti tanpa 
mengetahui 
pertanggungjawaban 
pemungutannya, kapan, di 
mana, oleh siapa lagunya 
dinyanyikan, dan 
bagaimana mekanisme 
pemungutannya? Semua itu 
tidak dapat dijelaskan 
secara transparan dan 
terbuka. Karena itu, Dhani 
menyatakan keluar dari 
keanggotaannya pada 
lembaga resmi tersebut. 

Kasus Tri Suaka dan 
Zinidin Zindan seharusnya 
menjadi momentum 
penting bagi keterbukaan 
urusan royalti. Ada periode 
tertentu di mana tukang 
cover lagu diwajibkan 
membuka data-data 
perizinan, pembayaran 
royalti, dan persentase 
pendapatan yang mereka 
peroleh kapada publik. 
Sudah selayaknya masalah 
royalti tidak dibicarakan 
secara sembunyi-sembunyi 
atau abu-abu, namun 
dibutuhkan tindakan jelas 
dan terukur. Jika tidak, 
bergembiralah para tukang 
cover lagu. Anda hidup di 
dunia surganya 
pembajakan. Anda bebas 
menyanyi dan bertambah 
kaya, kendatipun di pihak 
lain ada pencipta yang 
meronta dan menangis 
tersedu. Aduh! (*)

Mei
Segalanya terbakar pada bulan Mei. Gedung, mobil, toko-toko, hingga 
jasad yang bertumpuk. Mei adalah ingatan tentang api yang melahap 

kehidupan, memusnahkan harapan menjadi serpihan abu.

P
ERISTIWA Mei 
1998 adalah 
tragedi 
kemanusiaan 
yang menjadi 

lembaran kelabu dalam 
sejarah Indonesia. Mei 
merupakan kegetiran dalam 
almanak yang berisi 
kekacauan, huru-hara, 
penjarahan, dan 
pemerkosaan massal yang 
menimpa para perempuan 
etnis Tionghoa. Kekerasan 
yang terjadi pada 13 hingga 
15 Mei 1998 menyandera 
kesadaran masyarakat 
Indonesia dengan realitas 
yang menunjukkan 

perangai massa yang biadab 
dan sadis. Kekejian amuk 
massa tidak terlepas dari 
kesesatan pandangan 
rasialis dan seksis, wujud 
kebencian berlapis yang 
berbasis ras dan gender, 
yang dilampiaskan pada 
perempuan etnis Tionghoa.

Saksi sejarah yang juga 
anggota tim relawan untuk 
kekerasan terhadap 
perempuan pada tahun 
1998, Ita Fatia Nadia, 
menceritakan 
pendampingannya terhadap 
korban pemerkosaan, salah 
satu korban berusia 11 
tahun yang mengalami 

pemerkosaan di daerah 
Tangerang. Anak 
perempuan itu diperkosa 
hingga vaginanya terluka. 
Ibu dan kakak perempuan 
dari anak itu juga 
mengalami pemerkosaan, 
namun telah meninggal 
dunia beberapa jam yang 
lalu. ”Dia meninggal di 
pangkuan saya,” ungkap Ita 
Fatia Nadia (arsip 
pemberitaan BBC). 

Dalam buku berjudul 
Tragedi Mei 1998 dan 
Lahirnya Komnas 
Perempuan karya Dewi 
Anggraeni, tertulis secara 
jelas kronik peristiwa Mei 

1998 yang sarat akan 
kekerasan seksual berikut 
uraian perjalanan berliku 
upaya elemen masyarakat 
sipil melakukan advokasi 
bagi para korban dan 
mendesak kehadiran negara 
dalam kasus pelanggaran 
HAM ini. Buku ini 
memaparkan pengalaman 
para relawan seperti Ita 
Fatia Nadia yang membantu 
dua perempuan etnis 
Tionghoa yang menjadi 
korban pemerkosaan 
berkelompok. Mereka 
diperkosa di dalam mobil 
selama berjam-jam, 
kemudian dianiaya pada 
area payudara dan vagina. 

Tokoh lainnya yang 
bersuara menggugat 
pemerintah adalah 
akademisi Melani Budianta. 
Ia menuliskan 
kekecewaannya dalam surat 
terbuka yang kemudian 
dipublikasi sebagai opini 
dalam salah satu media 
cetak pada tahun 1998. Ia 
mempertanyakan 
keheningan Kementerian 
Negara Urusan Peranan 
Wanita (UPW) yang tampak 
abai terhadap kekerasan 
yang terjadi pada warga 
negara Indonesia. Ia 
mempertanyakan apakah 
keheningan negara 
terhadap nasib korban 
pemerkosaan tersebut 
disebabkan kejadian ini 
menimpa kelompok 
minoritas? Kemarahan 
Melani Budianta amat dapat 
dimengerti sebab sikap tak 
acuh pemerintah kala itu 
diterjemahkan sebagai 
bentuk kesangsian pada 
suara korban. 

Ita Martadinata, seorang 
penyintas dari kejadian 
pemerkosaan Mei 1998 di 
Jakarta, memutuskan untuk 
menjadi relawan agar dapat 
membantu para perempuan 
korban lainnya. Ia juga 
bertekad bersaksi di 
mimbar resmi demi 

menceritakan kekerasan 
yang dialaminya kepada 
publik. Ita Martadinata yang 
berusia 18 tahun dan masih 
mengenyam pendidikan 
tingkat menengah atas 
direncanakan berbicara 
dengan komite khusus 
internasional di PBB tentang 
pemerkosaan dan kekerasan 
seksual pada kejadian Mei 
1998. Tragisnya, Ita 
Martadinata dibunuh 
dengan kejam tiga hari 
sebelum keberangkatannya 
bersaksi di PBB. Tubuh Ita 
Martadinata ditemukan kali 
pertama oleh 
pendampingnya, yang 
memang secara intensif 
mengikuti proses 
pemulihan kejiwaan gadis 
itu. Ita Martadinata dibunuh 
secara bengis. Ia diperkosa, 
lalu tubuhnya ditikam di 
perut, dada, dan lengan, 
kepalanya nyaris terputus 
dari potongan di lehernya. 
Kepolisian menutup kasus 
pembunuhan Ita 
Martadinata sebagai kasus 
kriminal biasa. Namun, para 
rekan relawan serta kerabat 
korban meyakini bahwa 
pembunuhan itu adalah 
politik teror dan tekanan 
untuk membungkam 
pengungkapan fakta 
kekerasan Mei 1998. 

Dokumen laporan temuan 
tim gabungan pencari fakta 
(TGPF) peristiwa kerusuhan 
Mei 1998 yang dipublikasi 
Komnas Perempuan 
menyampaikan data-data 
terkait dengan pola, skala, 
lokasi, maupun data korban 
kerusuhan. Kesimpulan dari 
laporan itu menerangkan 
bahwa dalam pola 
kerusuhan, meski terdapat 
massa pasif dan aktif di 
lokasi kejadian, TGPF 
menemukan bukti-bukti 
keberadaan kelompok 
provokator yang 
menggerakkan massa dan 
memancing keributan. 
Kelompok ini tidak berasal 

dari penduduk setempat 
dan merupakan kelompok 
kecil yang terlatih. Meski 
ada bentuk kerusuhan 
umum, indikasi sistematis 
dan kesengajaan lebih 
besar. TGPF menuding ada 
latar belakang pertikaian 
tingkat elite. Laporan itu 
juga menunjuk pihak yang 
berperan seperti 
premanisme lokal, 
organisasi politik, bahkan 
keterlibatan sejumlah 
anggota dan unsur dalam 
tubuh ABRI.

Dalam laporan TGPF, 
dituliskan penuturan saksi 
seorang keluarga korban, 
”Sekelompok orang tak 
dikenal memasuki ruko dan 
menjarah barang-barang. 
Sebagian lainnya 
menelanjangi korban 
(bernama R) dan 
memaksanya menyaksikan 
kedua adiknya diperkosa. 
Setelah diperkosa, kedua 
gadis itu dilempar ke lantai 
bawah yang sudah mulai 
terbakar. Kedua gadis itu 
mati, sedangkan korban 
berhasil selamat karena 
ada yang menolong.” (14 
Mei 1998)

Melalui perspektif 
interseksional, kita dapat 
membongkar berlapisnya 
kekerasan yang dialami 
perempuan etnis Tionghoa. 
Kekerasan itu menargetkan 
tubuh mereka sebagai 
perempuan sekaligus 
identitas etnis mereka. 
Dalam hal ini, 
pemerkosaan bukan 
semata soal agresi kuasa 
lelaki terhadap perempuan, 
namun juga sebagai senjata 
teror rasial. (*)

Oleh 
SARAS DEWI

SARAS DEWI
Dosen Filsafat Universitas Indonesia

ILUSTRASI: BUDIONO/JAWA POS

ILUSTRASI: BUDIONO/JAWA POS


	H01
	H02
	H03
	H04
	H05
	H06
	H07
	H08
	H09
	H10
	H11
	H12
	H13
	H14
	H15
	H16
	H17
	H18
	H19
	H20

